BABII
TEORI JARIMAH TAKZI>R

A. Pengertian Takzir

Takzir berasal dari kata L¥G— D3¢ yang secara etimologis berarti
#3350 yaitu menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, Imam
Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa
taklzir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan
hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik.!

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang
belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada Uli/ Al-amri,
baik penentuan maupun pelaksanaannya.

Takzir menurut Wahbah Zuhaili mirip dengan definisi yang
dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu hukuman yang ditetapkan atas
perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula
kifarat.?

Takzir berasal dari kata ‘azzara yang berarti menolak dan mencegah
kejahatan, atau berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Dalam

Alquran disebutkan:
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' M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005),249.
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Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul- Nya,
menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepadamu
diwaktu pagi dan petang. (Q.S Alfath:9)’

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang
belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada Ulil Al-amri,
baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman
tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja.
Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-
masing jarimah takzir melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari
yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.*

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk
hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan
kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai
faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan
bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang digunakan
pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam
undang-undang.’

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap
jarimah takzir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang

paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih

3 Ibid.,166.

4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam :Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 19.

> Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
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hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi takzir tidak
mempunyai batas tertentu.®

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari
jarimah takzir dikarenakan jarimah ini berkaitan dengan perkembangan
masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah
dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum
tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu
dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula

pada tempat lain.”

B. Dasar Hukum Takzir
Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa hadis
Nabi dan tindakan sahabat antara lain sebagai berikut:®

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :
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Telah menceritakan Ibrahim bin Musa ar-Razi, Abdur Razaq memberi
kabar kepada kami, dari Ma’mar, dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari
kakeknya bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan
kejahatan® (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’l dan
Baihagqi serta dishahihkan oleh Hakim).

® M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayabh..., 143.

7 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), 75.

8 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 140-142.
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Hadis diatas menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan
tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan.
Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri,

menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

2. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang berbunyi:

//w
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Dari Abi Burdah Al-Ansari ra bahwa ia mendengar Rasulullah SAW
bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam
hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta’ala (Muttafaq Alaih).

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>tyang tidak
boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan
hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk
jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir.

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:
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Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi sw. bersabda: “Ringankanlah hukuman
bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka,
kecuali dalam jarimah-jarimah Hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Dawud, Nasa’l, dan Baihaqi)

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menjelaskan tentang
aturan teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa jadi berbeda-beda

penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.
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C. Maksud Sanksi Takzir

Adapun maksud utama sanksi takzir yaitu sebagai berikut:®

1. Fungsi Preventif (Pencegahan), yakni bahwa sanksi takzir harus
memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai
hukuman) sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama
dengan perbuatan terhukum.

2. Fungsi Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar para pelaku
tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.

3. Fungsi Kuratif (Islah), yang maksudnya takzir harus mampu membawa
perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.

4. Fungsi Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola

hidupannya ke arah yang lebih baik.

D. Macam-Macam Sanksi Hukuman Takzir

Sanksi takzir itu macamnya beragam antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan.
Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan terdapat dua jenis,
yakni hukuman mati dan jilid.
a. Hukuman Mati
Hukuman mati umumnya diterapkan sebagai hukuman kisas
untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman A4d untuk jarimah

hirabah, zina muhsan, riddah, dan jarimah pemberontakan, untuk

® A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), 190-191.
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jarimah takzir, tentang hukuman mati sendiri ada beberapa pendapat
dari para fugaha.'”

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman
mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-
ulang. Sedangkan Mazhab Maliki juga membolehkan hukuman mati
sebagai sanksi takzir yang tertinggi. Demikian juga mazhab Syafi’i,
sebagian mazhab Syafi’iyah membolehkan hukuman mati, seperti
dalam kasus homoseks.!!

Sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan penjatuhan
hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi. Para ulama yang
membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir beralasan dengan
adanya hadis-hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain
pada jarimah hudud, seperti:
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Dari ‘Arfajah berkata, “Saya mendengar Rasulullah shallallahu

‘alaihi wasallam bersabda: “Bila datang kepadamu seseorang yang

hendak mematahkan tongkatmu (memecah belah jama’ah) atau
memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.” (HR. Muslim)!?

Adapun para ulama yang melanggar penjatuhan sanksi hukuman

mati sebagai sanksi takzir beralasan dengan hadis:

10 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam..., 196.

"' A. Djazuli, Figh Jinayah..., 192-193.

12 Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Muslim, Bab Hukum Bagi Orang yang
Memecah Belah Urusan Kaum Muslimin, Hadits No. 3443
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Dari Abdullah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: “Tidak halal darah seseorang muslim yang telah
bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah
dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini:
seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain,
orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama’ah
(murtad). (HR. Ibnu Majah)'3

Dari beberapa hadis diatas, yang lebih kuat adalah pendapat yang
membolehkan hukuman mati. Hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r
tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya
sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat,
disamping sanksi hudud yang tidak memberi pengaruh baginya.'*

b. Hukuman Jilid

Jilid adalah sanksi badan yang langsung dirasakan sakitnya oleh
badan terhukum, sehingga menjadikan si terhukum jera dengan
mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat, dan waktunya.'’

Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik zina maupun tuduhan

zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama. Adapun

hukuman jilid pada pidana takzir juga berdasarkan Alquran dan Hadis

13 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), 460-461

4 A. Djazuli, Figh Jinayah..., 195

15 Tbid., 203-204.
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dan Ijma’.' Dalam Alquran misalnya adalah pada surat Annisa’ ayat

34:
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Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha besar.!’

Meskipun pada ayat diatas ta’zi>rtidak dijatuhkan oleh Uli Al-
amri, melainkan oleh suami. Adapun hadis yang menunjukkan
bolehnya ta’zi>dengan jilid adalah hadis Abu Burdah yang mendengar

langsung bahwa Nabi Saw. berkata:
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Kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata;
Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku; bahwa bapaknya
telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu
Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: Janganlah kalian menjilid diatas sepuluh
cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman Agd Allah. (HR.
Bukhari).

0'~ C)i\

2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekan seseorang.

Sanksi Hukuman takzir jenis ini ada dua macam yaitu penjara dan

hukuman buang/pengasingan.

a.

Hukuman Penjara (A/-Habsu).

16 Tbid., 196.

17 Departem

en Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya..., 123.
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Menurut bahasa A/-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim,
Al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan
hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain.
Seperti itulah yang dimaksud dengan a/-Habsu di masa Nabi dan Abu
Bakar. Akan tetapi, setelah Umat Islam berkembang dan meluas pada
masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk
dijadikan sebagai penjara. Atas dasar tindakan umar tersebutlah para
ulama membolehkan Ulil Al-mri untuk membuat penjara.!® Dalam
syari’at islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu
penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama
waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini
diterapkan pada jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba
dan saksi palsu. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah
hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan
berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya
hingga dia bertaubat .’

Dalam istilah lain dikenal juga dengan hukuman penjara seumur
hidup. Hukuman penjara tidak terbatas ditujukan kepada Pelaku
Tindak Pidana yang sangat berbahaya misalnya seperti pembunuhan

yang terlepas dari sanksi gishas?

18 A. Djazuli, Figh Jinayah..., 204-205.
1 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 153-154.
20 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., 205.
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b. Hukuman Buang/Pengasingan.
Dasar hukum buang terdapat pada firman Allah dalam surah Al-

maidah ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan
kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk
mereka didunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.

e

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas
diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama
menerapkan hukuman buang ini dalam jarimah takzir juga. Tampaknya
hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku jarimah yang
dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya
harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.?!

Adapun mengenai tempat pengasingan, fugaha berpendapat
sebagai berikut: 2
a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya membuang

(menjauhkan) pelaku dari negara Islam ke negara Non Islam.
b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubair, pengasingan

artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.

2L A, Djazuli, Figh Jinayah..., 209.
22 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 156.
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¢) Menurut Imam Al-Syafi’i, jarak antara kota asal dan kota
pengasingan sama seperti perjalanan shalat qasar. Sebab, apabila
pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk
menjauhkannya dari keluarga dan tempat t inggal.

d) Menurut Imam Abu Hanifah, dan satu pendapat dari Imam Malik,
pengasingan berarti dipenjarakan.

Adapun lama pembuangan menurut Imam Abu Hanifah adalah
satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut
sebagian Syafi’iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan
menurut sebagian Syafi’iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman
buang itu sebagai sanksi hukum terhadap jarimah takzir boleh lebih
dari satu tahun. Jelas bahwa maksud hukuman buang ini adalah untuk
memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku jarimah dan sudah tentu
ditetapkan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat
membahayakan dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat yang
lain.?3

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta.
Sanksi hukuman takzir yang berupa harta dikelompokkan menjadi
tiga yakni merampas harta, mengubah bentuk barang dan hukuman
denda. Masing-masing uraiannya yaitu:

a) Merampas Harta.

2 A. Djazuli, Figh Jinayah..., 210.
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Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman
takzir dengan cara mengambil harta, sebagian ulama yang
membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah
menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu
tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang
dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya
apabila ia telah jelas taubatnya.

b) Mengubah Bentuk Barang dan Memilikinya.

Hukuman takzir yang mengubah harta pelaku, antara lain
mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara
memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.?*
Sedangkan hukuman takzir berupa pemilikan harta penjahat (pelaku),
antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. melipatgandakan denda
bagi seorang yang mencari buah-buahan, di samping hukuman jilid.
Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda
bagi orang yang menggelapkan barang temuan. >

¢) Hukuman Denda (A/— Gharamak).

Hukuman denda ditetapkan dalam syariat Islam antara lain
mengenai tentang pencurian buah yang hasil panennya tergantung
dengan pohonnya yang didenda dua kali harga buah tersebut,

disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.

24 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 159.
25 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 267.
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Dengan demikian sanksi denda dalam surah Albaqarah ayat 179 yang
berbunyi:
OsERBIII 3N E Ll edd)

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri
sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.
Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain
bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang
mengadili perkara jarimah takzir karena hakim diberi kebebasan yang
penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat
mempertimbangkan  berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan
jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.?®

4. Hukuman takzir lainnya.
Diantara sanksi-sanksi takzir yang tidak termasuk kedalam ketiga
kelompok yang telah dikemukakan di atas adal ah:
a) Sanksi Peringatan Keras atau Ancaman (7ahdid) dan Dihadirkan di
Hadapan Sidang

Peringatan itu dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang
pengadilan. Gambaran tentang peringatan keras ini seperti diucapkan
hakim kepada pelaku jarimah: “Telah sampai kepadaku bahwa kamu

telah melakukan kejahatan... oleh karena itu jangan kau lakukan lagi

26 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., 210.
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hal itu”. Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan atau oleh
hakim dihadapan sidang.?’

Adapun peringatan disertai dengan ancaman apabila terpidana
mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi
hukuman yang lebih berat. Pada umumnya peringatan dijatuhkan oleh
hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana ringan atau orang yang
baru mulai melakukan tindak pidana, sedangkan ancaman dijatuhkan
apabila hukuman itu cukup dapat mencegah, memperbaiki,serta
mengajari si terpidana.?®

b) Celaan (A¢-Taubi>h)

Dasar hukum untuk celaan sebagai hukuman takzir adalah hadis
Nabi Saw, diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang
dengan menghina ibunya, kemudian Rasulullah Saw bersabda:
uﬁ uJCY\ du{s u& a%}: \@ﬁt d‘d ‘—‘JC/ Q&Q\e@y \2335
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Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata,
telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Al
Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah yang
saat itu mengenakan pakaian dua lapis, begitu juga anaknya, maka aku
tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab: Aku telah
menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam menegurku: "Wahai Abu Dzar apakah

27 A. Djazuli, Figh Jinayah..., 215.
28 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid 3 (Bogor: PT Kharisma [lmu,
2010), 99.
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kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat)
jahiliyah. (HR.Bukhari)?’

¢) Hukuman Pengucilan (A/-Hajr)

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan untuk
berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat untuk
berhubungan dengannya. Dalam sejarah Rasulullah S.a.w pernah
menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut
serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka’ab bin malik, Mirarah bin Bai’ah,
dan Balil bin Umaiyah, mereka dikucilkan 50 (lima puluh) hari tanpa
diajak bicara.

Sanksi takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila
membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.
Dalam suatu sistem masyarakat terbuka akan sangat susah
memberlakukan sanksi jenis ini, sebab masing-masing anggota
masyarakat yang demikian saling tidak acuh terhadap anggota
masyarakat lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikut
sertakan dalam kegiatan masyarakat bisa sangat efektif.°

d) Pemecatan dari Jabatan ( A/-Azl)

Yang dimaksud dengan pemecatan (A/-azl) adalah melarang
seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau
memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Hukuman

takzir berupa pemberhentian diterapkan terhadap setiap pegawai yang

2 Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Bukhari, Bab Perbuatan Maksiat
Merupakan Kebiasaan Jahiliyah, Hadits No. 29.
39 A. Djazuli, Figh Jinayah..., 217-219.
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melakukan jarimah baik yang ada hubungan dengan pekerjaannya
maupun dengan hal-hal lainnya.

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam
Kasus Tindak Pidana, baik sebagai hukuman pokok, tambahan,
maupun hukuman pelengkap. Adapun pemilihan apakah pemecatan
sebagai hukuman pokok, tambahan maupun hukuman pelengkap sangat
tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.?!

e) Diumumkan Kesalahannya/Publikasi ( 7asyhir

Tasyhi>radalah memngumumkan tindak pidana pelaku kepada
publik. Hukuman fasyhi>biasanya dijatuhkan atas tindak pidana yang
terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.®?

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan
atau kejahatan pelaku secara terbuka (publikasi) adalah tindakan
Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi
hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada
masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Dalam mazhab Syafi’i pengumuman ini juga boleh dilakukan
dengan menyuruh pencuri keliling pasar dengan tujuan agar orang-
orang pasar tahu bahwa ia adalah seorang pencuri. Dengan demikian,
menurut fugaha sanksi takzir yang berupa pengumuman kejahatan itu

dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar

31 Ibid., 219-220.
32 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam..., 100.
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orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, sanksi ini diharapkan

memiliki daya represif dan preventif.33

E. Pendapat Ulama tentang Penerapan sanksi Takzir

Menurut mahzab Hanafi penerapan sanksi takzir itu diserahkan kepada
Ulil Al-mri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini harus
tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan
jarimah dan perbedaan pelakunya. Perbedaan jarimah dalam kaitannya
dengan penerapan sanksi takzir artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan
dengan jarimah yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan
bahwa bila jarimah takzir yang dilakukan itu berkaitan dengan jilid, maka
jilidnya harus kurang dari batas jilid had zina. Akan tetapi, bila jarimah
takzir yang dilakukan itu bukan jarimah hudud, maka diserahkan
sepenuhnya kepada Ulil Al-mri sesuai dengan tuntutan kemaslahatan
umum.

Perbedaan pelaksanaan jarimah takzir juga harus dipertimbangkan. Hal
ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi takzir itu harus
mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu
sama, baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya. Disamping itu,
untuk menjerahkan si pelaku sudah tentu harus tidak sama antara orang
yang satu dengan orang yang lainnya ada yang harus dijilid, ada harus

dikurung, ada yang harus dicela, dan sebagainnya. Menurut Hanafiyah

3 A. Djazuli, Figh Jinayah..., 220-221.
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dalam penerapan sanksi ini harus diperhatikan stratifikasi manusia, yakni

ada empat:

1. Asyraf Al-Asyraf (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama.
Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja
hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajar an yang pahit.

2. Al-Asraf’ (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus
diberi sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada
para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang keras atau dihadirkan di
depan pengadilan.

3. Al-Ausat (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.

4. Al-Akhsa (rendah), bisa dengan dipenjara atau dijilid.

Derajat-derajat ini sesungguhnya hanya merupakan klasifikasi manusia
dalam kaitannya dengan pengaruh sanksi bagi dirinya, dan tidak
dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia di depan hukum, karena
semuannya dikena hukuman, hanya saja dalam rangka untuk mencapai
tujuan hukuman, maka stratifikasi ini diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh
ibn Abidin yang menyatakan bila orang yang mulia mengulang lagi
kejahatannya, maka bisa dikenai sanksi jilid seperti orang kebanyakan.

Jadi menurut ulama Hanafiyah bahwa yang diserahkan kepada Uli/ Al-
mri itu adalah tentang penentuan jenis takzir yang akan diterapkan. Hanya
saja seperti telah dikemukakan bila jarimah takzirnya berkaitan dengan

jarimah hudud, maka jilidnya tidak boleh melampaui batas 44d, dan bisa
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sanksi takzir itu tidak berupa jilid, maka batas terendah dan tertingginya

diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Al-mri.

Dikalangan mazhab Maliki ada perinsip bahwa sanksi takzir itu
berbeda-beda jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya karena perbedaan kondisi
pelakunnya, bahkan Al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan kondisi
pelakunya, bahkan Al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan waktu dan
tempat t erjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi takzir, terutama
sekali takzir yang diberkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.

Di kalangan mazhab Syafi’i takzir itu pada prinsipnya diserahkan
kepada ijtihad Ulil Al-mri, baik tentang jenisnya maupun tentang kadarnya,
disesuaikan dengan keadaan para pelakunya yang berbeda-beda dan juga
disesuaikan dengan perbedaan jarimahnya.

Imam Mawardi menyatakan bahwa takzir itu berbeda dengan huduad
dalam tiga hal, yaitu:

1. Memberikan sanksi takzir kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan
dari pada sanksi takzir kepada orang yang sering melakukan kejahatan,
sedangkan dalam hudu# tidak ada perbedaan.

2. Dalam hudud tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam ta’zi>mada
kemungkinan pemberian maaf.

3. H4d itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa
terhukum, sedangkan dalam takzir terhukum tidak boleh sampai

mengalami kerusakan itu.
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Di kalangan mazhab Hanbali takzir juga berbeda-beda,baik jenis, kadar,
maupun sifatnya sesuai dengan jarimah dan keadaan pelakunya. Disamping
itu takzir juga diserahkan kepada Ulil Al-mri untuk menerapkannya dan
untuk memilih jenis, kadar, dan sifat takzir yang sesuai dengan tujuan
takzir. Seperti dinyatakan oleh ibn Taimiyah bahwa ta’zi>ritu diserahkan
kepada Ulil Al-mri sesuai dengan besar kecilnya dosa. Bila dosanya makin
besar, maka sanksinya makin besar. Dan disesuaikan dengan keadaan
pelakunya, bila pelakunya sering melakukan kejahatan maka sanksinya lebih

berat.

Dari pendapat-pendapat para ulama di atas, jelaslah bahwa takzir itu
merupakan hukuman yang diserahkan kepada Uli/ Al-mri, khususnya hakim
yang menjatuhkan hukuman. Ia dapat menentukan suatu hukuman yang
menurut ijtihad-nya dapat memberikan pengaruh preventif, represif, kuratif,
dan edukatif terhadap si terhukum dengan tepat mempertimbangkan
keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatan-kejahatannya, waktu dan
tempat kejadian. Namun demikian kewenangan hakim itu tidak mutlak. Di
kalangan mazhab Hanafi yang diserahkan kepada Uli/ Al-mri itu adalah
macamnya hukuman. Hanya saja bila sanksi yang dipilih adalah sanksi jilid,
maka harus dikaitkan dengan batas tertinggi had dan tidak boleh

melampauinya.

Di kalangan mazhab Syafi’i bila hakim memilih hukuman buang

sebagai hukuman takzir juga tidak boleh melampaui batas waktu satu
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tahun. Sedangkan di kalangan mahzab Maliki yang diserahkan itu meliputi
macamnya dan kadarnya. Jadi hakim dapat memilih salah satu macam
hukuman yang menurut ijtihadnya munasabah, bahkan dapat melampaui
batas sanksi hudud, baik jilid maupun hukuman buang, bila tuntutan

kemasalahatan memang melampaui batas A4d.

Di kalangan mazhab Hanbali dan sebagaian ulama Syafi’iyah apabila si
terhukum itu seorang seorang residivis dan hukuman had tidak memberikan
daya represif baginya, maka Ulil Al-mri boleh menjatuhkan kepadanya
hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak
membawa mudharat kepada manusia. Meskipun di kalangan mazhab Syafi’i
ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu suatu sanksi yang berkaitan
dengan siyasah untuki menjaga kestabilan dan keselamatan Negara,
kelangsungan pemerintah, dan untuk menghindarkan kemafsadatan di muka
bumi. Ini semua sesungguhnya berkaitan dengan Uli/ Al-mri, bukan dengan

gadhi di pengadilan.

Pendapat-pendapat para ulama di atas juga menunjukkan bahwa
meskipun sanksi ta’zi>ritu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya
akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksinya tidak
melampaui batas dan kurang dari batas. Jadi secara singkat hubungan antara
hakim dengan si terhukum dalam kasus ta’zi>rseperti hubungan seorang
tabib dengan pasiennya. Obat yang diberikan, baik dosisnya maupun

jenisnya, harus sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dan tidak kurang,
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agar penyakitnya lekas sembuh dengan tidak tidak menimbulkan dampak

saingan yang tidak perlu.3*

Dalam hukum islam narkotika belum di atur secara kusus dalam Al-
quran dan hadis maka ulama mujtahid berpendapat bahwa narkotika di

giyaskan dengan khamr.
Pengertian Narkotika

Narkoba secara etimologi adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu
narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari
bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam yang bararti terbius sehingga tidak
merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya
sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek

stupor (terbius).

Secara terminologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia, Narkoba dan
Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf menghilangkan rasa

sakit,menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.

Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan
kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit. Narkotika menurut
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ketentuan umum pasal (1) ayat 1
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

3% A. Djazuli, Figh Jinayah..., 218-223.
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menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Sanksi bagi pengedar narkotika sebagai mana dalam Undan-undang

Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112.

Dalam Undang-undang narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksi Bagi Pengedar Narkotika dalam Hukum Islam

Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, golongan 1 berupa

shabu-shabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar hukum , baik
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Alquran, hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang

menetapkan takzir.3

Pengedar narkotika dalam hukum pidana islam belum di atur secara
khusus baik dalam Alquran maupun hadis namun ada sebagian ulama

berpendapat di kenakan hukuman takzir.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa
pelaku penyalahguna narkoba di beri sanksi takzir karena narkoba tidak ada
pada masa Rasulullah Saw, dan narkoba lebih berbahaya di bandingkan

dengan khamr juga narkoba tidak di minum seperti halnya khamr.

Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi

bagi penyalahguna narkoba adalah takzir.

Takzir adalah jenis sanksi yang syar’i yang tidak termasuk hudu>dian
kisas atau diyat. Takzir bersifat memberi pelajaran dan koreksi yang

sifatnya memperbaiki perilaku tersalah.

Setiap tindak pidana yang di tentukan oleh Alquran maupun oleh hadis
di sebut hudu>dlan qishas atau diyat. Adapun yang tidak di sebutkan dalam

Al-quran dan hadis di sebut sebagai jarimah takzir.3¢

Misalnya ,tidak melaksanakan amanah,menghina orang,atau mengedar

narkotika dalam bentuk lain dari jarimah takzir adalah tindak pidana yang

35 Wardi Ahmad, hukum pidana islam, (jakarta: sinar grafika, 2005), 91
3% Ahmad Wardi muslich, pengantar dan asas-asas hukum pidana islam, (jakarta: sinar
grafika,2004), 9
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hukumannya di tentukan oleh ulul amri atau hakim dan tidak bertentangan

dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari’ah islam.

Sanksi takzir merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau
ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbakan keadaan
pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan

sehingga putusan hakim bersifat previtif, refrensif, edukatif, dan kuratif.?’

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual
beli, atau pengedar narkotikan sangat di haramkan oleh agama islam dan di
larang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi
takzir yang di perberat dengat diyat, karena melihat bahannya yang sangat

besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

37 Rahmad Hakim, hukum pidana islam,( bandung, cv. Pustaka setia,2000), 17



